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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang multi etnis, hHatlitandai dengan
keanekaragaman suku bangsa (etnis), budaya, &ddgis bahasa, dan agama.
Kondisi ini disadari menyimpan potensi besar tengal pertentangan antaretnis
yang satu dengan etnis lainnya. Sementara itu,gaelmaahluk sosial, manusia
tentu saja selalu berinteraksi dengan manusia yainApabila dalam interaksi
tersebut terdapat kesamaan tujuan, maka terjakdghsama, dan apabila salah
satu individu ingin melebihi individu lainnya, makarjadilah persaingan atau
kompetisi. Dan apabila dua individu atau kelompampunyai kepentingan yang
berbeda atau bertentangan satu dengan yang laka dagat memicu terjadinya
konflik.

Warnaen (2002:12) mengidentifikasi setidaknya feati@ekitar 205 suku
bangsa atau etnis yang berbeda di Indonesia. Baypgatnis dengan berbagai
perbedaan kebudayaan memperkuat gambaran Indoseséaai bangsa yang
multi etnis. Keanekaragaman dan perbedaan dalam @uku bangsa), adat-
istiadat, budaya, bahasa, dan agama di Indonesiapaiean mozaik yang indah
dan merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Apabdaekaragaman tersebut
tidak dapat dikelola dengan baik, akan dapat memeigadinya konflik sosial dan

konflik etnik yang pada akhirnya mengancam terjgairdisintegrasi bangsa



Indonesia sendiri (Bachtiar, 1987:33). Menurut Kasi (2007:5) konflik pada
hakikatnya merupakan suatu gejala sosial yang raetildalam kehidupan setiap
masyarakat, dan melekat pula di dalam kehidupaapskeangsa.

Konflik dan tidak konflik (kerja sama) merupakaratupilihan bagi setiap
orang yang ada dalam organisasi maupun yang aslegdit — tengah masyarakat.
Konflik selalu ada disetiap organisasi dan masyarameskipun tidak terlihat
adanya konflik. Pada umumnya, munculnya konflikgegmukaan sangat sulit
untuk diprediksi, konflik tersebut muncul manak#&kepentingan individu atau
kelompok merasa terganggu atau terancam disertagate kondisi yang
menciptakan kesempatan timbulnya konflik, meskigghenarnya mereka tidak
mengarah secara langsung terhadap konflik, tetdglh satu dari kondisi ini dapat
memicu konflik. (Ranjabar: 2006:185).

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah alang konflik etnis
dan agama. Konflik—konflik ini terdiri dari berbadgaentuk dan intensitas yang
berbeda. Ini adalah situasi yang mengerikan davaberya, tidak saja bagi orang—
orang yang terlibat dalam konflik, tapi juga baejusuh rakyat Indonesia. Setiap
konflik mempunyai latar belakang sejarah, sosikbnemi, budaya dan politik
sendiri. Hal itu merupakan akibat dari faktor stcuwkl dan kegagalan para politisi
dan lainnya dalam mengambil tindakan. Seringk#dirlaelakang provokasi yang
terencana oleh pihak—pihak dengan kepentinganntéissyi dalam mengarahkan
kekacauan.

Latar belakang umum terjadinya konflik—konflik iy@itu perlu dipahami

sebagai sifat konflik tersebut yang sesungguhrBa&tama, berusaha untuk



menempatkan konflik — konflik ini kedalam suatu gpektif sosial. Untuk
melakukan hal itu, harus dilihat dalam konteks niklumum dari tindakan
kekerasan yang telah umum di Indonesia saat ihim lini telah terbukti dalam
seluruh konflik.Kedua, Setiap kesalahpahaman kecil ditempat keramaiaatdap
dengan mudah menjadi pertumpahan darah, bahkamgkali melibatkan
komunitas masing—masing. Karena itu, masyarakat &éperti sedang dalam
gangguan dan cengkeraman budaya kekerasan, diroafik yang biasa terjadi
sehari—hari tidak lagi dikelola dengan cara korditiutetapi sebaliknya segera
menjadi kekerasan dan dapat melibatkan seluruh kibasu Hal itu terjadi tanpa
ada tanda-tanda bahwa pihak yang tertarik dapagasemnmudah mengambil
keuntungan dari situasi ini.Bahayanya adalah balwegitu agama terlibat,
mekanisme pembentukan solidaritas dapat berubahjadiegerakan dengan
dampak secara nasional ( Suseno, 2003: 120-121).

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, terjadkoyaflik dalam
hubungan atau interaksi adalah mungkin, karena ee@si dalam bentuk
terjadinya kesatuan—kesatuan sosial yang terkait deéam ikatan—ikatan
primordial dengan sub kebudayaan yang berbedassata lain sehingga mudah
sekali menimbulkan konflik diantara kesatuan—kematsosial tersebut. Sesuai
pengamatan sistemik, sumber—sumber untuk konflilaransuku bangsa atau
golongan dalam masyarakat Indonesia yang majemalingptidak ada lima
macam ,(Ranjabar: 2006:194-195) yaitu :

a. Konflik jelas akan terjadi kalau satu suku bangsmadominasi suatu

suku bangsa yang lain secara politis. Pada tingkag bersifat

politis ini, konflik tersebut terjadi dalam bentyertentangan di
dalam pembagian status kekuasaan dan sumber—sw@kdeomi



yang terbatas adanya dalam masyarakat. ContohjikorEngS
terjadi di Aceh dan Papua.

b. Konflik biasa terjadi kalau warga dari dua suku dsmn masing—
masing bersaing dalam hal mendapatkan lapanganpeaataharian
hidup bersama. Contoh; konflik yang terjadi di Sas)lKalimantan
Barat.

c. Konflik biasa terjadi kalau warga dari satu sukundsa mencoba
memaksakan unsur—unsur dari kebudayaanya kepadsa wari
suatu suku bangsa lain. Contoh; konflik yang terjdid Sampit
Kalimantan Tengah.

d. Konflik biasa terjadi kalau warga dari satu sukundgsa berusaha
mendominasi suatu suku bangsa yang lain secardogieoPada
tingkatan yang bersifat ideologis, konflik tersebogrwujud di
dalam bentuk konflik antar sistem nilai yang dianGontoh ;
konflik yang pernah terjadi di Maluku, Kupang, Mata, dan Poso.

e. Potensi konflik terpendam yang ada dalam hubungaara suku
bangsa yang telah bermusuhan secara adat. Cordafitkkyang
sering terjadi di Papua (konflik antara suku digdatchan Papua).

Konflik itu sendiri merupakan sebuah konsekuensi pieoses perubahan
sosial. Oleh sebab itu teori konflk memandang kmhwmasyarakat senantiasa
berada dalam proses perubahan yang ditandai olgBnfEngan—pertentangan
yang terus—menerus diantara unsur—unsurnya (Ritk882:30). Sepanjang
peradaban manusia di muka bumi, konflik merupakamevlain kehidupan yang
tidak bisa dihapuskan. Konflik yang menggunakanekakana adalah suatu
realitas yang tidak membutuhkan pembenaran moaagénia kekerasan memiliki
kualitas pembaruan, pembebasan manusia untuk mendiktentuan tidak
rasional dari sifat bawaannya sendiri (Ranjaba®62@95).

Indonesia yang terdiri dari berbagai suku banggama, sistem sosial
yang berbeda, menjadi semakin rapuh pada tahun-d@9mi merupakan bukti
yang menunjukkan bahwa kerusuhan massal yang kihg terjadi, dengan

tingkat keterlibatan masyarakat yang jauh lebirahdsi semua menjadi semakin



jelas sebelum Pemilu 1997, dimana sejumlah kerusukgadi di beberapa
wilayah Indonesia (Azra:2003:61).

Sejumlah konflik komunal berdarah telah menggundagigerapa daerah
di Indoneisa pada sekitar akhir tahun 1990-an tinggval tahun 2000-an.
Gelombangn konflik dengan kekerasan ini merisaukanyak kalangan, di
samping karena lambannya penyelesaian oleh ngggeamenyangkut jatuhnya
korban yang tidak sedikit. Berbagai penjelasan hipntesis telah dikemukakan
untuk menganalisis terjadinya konflik. Ada pandajang mengatakan bahwa
transisi politik dari otoritarianisme menuju demasirduduga sebagai salah satu
variabel antara terjadinya berbagai konflik komundl nusantara yang
multikultural ini. Beberapa pihak juga mengaitkakumulasi dampak negatif
pembangunan orde baru, seperti ketidakadilan (maligasi), kesenjangan
ekonomi, maupun faktor kultural dan rusaknya jaaimgsosial budaya lokal-
tradisional sebagai sumber pendukung pecahnyaikdamunal, sebagaimana
yang terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengalan beberapa daerah
lainnya di Indonesia.

Konflik kekerasan yang terjadi di Kalimantan Badn Kalimantan
Tengah dikaitkan sebagai kerusuhan antar-etnik yemgglong masif. Kelompok
— kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai asik Kalimantan —etnik
Dayak dan Melayu , berhadapan dengan kelompok mastayang dianggap
sebagai pendatang dari pulau Madura (etnik Madu&gling bunuh tak
terhindarkan tatkala antaretnik sudah tidak laginggpercaya dan menganggap

eksistensi suku yang satu menjadi penghalang ehksistuku yang lain.



Pada akhir Februari 2001, kerusuhan pecah di wilalalimantan
Tengah. Ribuan orang Dayak bersenjatakan busumhpaiombak, memburu
warga dari etnik Madura. Pembunuhan dan pengrusajaris berlangsung di
semua desa. Kerusuhan semula terjadi di kota Sanapitun kemudian merembet
ke Kuala Kapuas, Pangkalan Bun, dan Palangkar&ahypno, 2008:3). Dua
tahun sebelumnya kerusuhan serupa terjadi di Kabama Barat, yakni pada
Februari 1999 yang terjadi di Kabupaten Sambasa Reghdian di Sambas, etnik
Dayak membantu etnik Melayu dengan target yang saieni suku Madura.
Catatn resmi menyebutkan korban meninggal sek@i@ra2ang. Konflik ini masih
berlanjut, sebab setahun kemudian pada tanggalk&ber tahun 2000 massa
dalam jumlah besar kembali mengepung GOR Pontideakpat penampungan
pengungsi dari kelompok etnik Madura.

Meskipun dari sudut aktor pelaku tindak kekerasalamgangan terdapat
persamaan, namun dari karakteristik dan sumberlikodfantara keduanya
terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Konflik eth Kalimantan Barat
memiliki sejarah yang panjang dan telah berlangsselgma beberapa dekade.
Sejak tahun 1950-an pertikaian antara etnik Madiem Dayak nyaris tak
berkesudahan dan telah mengakibatkan ribuan oramgnggal dari kedua belah
pihak. Hubungan sosial antaretnik di wilayah idiaki berlangsung dengan baik.
Selama puluhan tahun hubungan antara etnik dayak Madura gagal
menghasilkan proses adaptasi yang sehat. Konflikihlemengemuka
dibandingkan dengan kerjasama, serta integrasil gagaujud. Berkurangnya

daya dukung lingkungan akibat pembangunan yang sakrlingkungan serta



memarginalkan penduduk asli setempat telah menlgaisedan mengakumulasi
prasangka antaretnik, sementara di pihak lain pelaukiman khususnya warga
Madura tersegregasi secara eksklusif. Pemukimaerrukiman yang terpisah
dari penduduk setempat ini telah mempersulit tamgd kontak sosial dengan
warga etnik lain. Lain halnya dengan Kalimantangadn dalam sejarahnya dapat
dikatakan tidak pernah terjadi konflik yang mengipada kekerasan. Hubungan
sosial antara warga pendatang dengan penduduk teaglin cukup baik,
meskipun mulai diperumit dengan masalah terdesalsufa asli Dayak dari
kehidupan ekonomi.

Ada beberapa faktor penyebab mengapa konflik db&aban Kalteng
dapat meluas. Selain kebijakan komersialisasi hytrg cenderung membuat
rakyat setempat menjadi frustasi (eksploitasi dagtinkpangan) , tidak
ditegakkannya hukum oleh aparat keamanan, sitwisikpyang tidak menentu ,
resesi ekonomi, euforia otonomi daerah, kemajemuiarsitas, tidak adanya
budaya dominan, dan adanya perbedaan budaya &atama pendatang dengan
penduduk setempat, serta yang tidak kalah pentangigh kemungkinan peranan
provokator khususnya yang terjadi di Kalimantangan(Cahyono, 2008:5).

Semboyan nasional Bhineka tunggal lka, yang bemaeskipun berbeda—
beda tetapi satu juga atau kesatuan dalam keagekaaa, dalam waktu yang
cukup lama mampu menyatukan keanekaragaman di adaésyarakat Indonesia.
Akan tetapi, sejauh ini interaksi sosial dalam bkritonflik sosial ternyata selalu
ada dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesialilkéwinflik pada masa lalu

menunjukkan bahwa konflik telah hadir dalam kehatupnasyarakat Indonesia



sejak lama. Sementara itu, beberapa tahun ter@kbsusnya setelah Indonesia
mengalami krisis ekonomi pada pertengahan tahur7 38hg selanjutnya
didikuti dengan krisis politik, konflik sosial begi banyak terjadi, baik konflik
sosial yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Konflik vertikal misalnya terjadi antara rakyat d@m pemerintah, atau
antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusaflikKini terjadi dalam
bentuk demonstrasi (people power) untuk menolakijdamn pemerintah.
Misalnya, demonstrasi menentang pemerintah yarebdisAksi Reformasi pada
tahun 1998. konflik vertikal antara rakyat dengamprintah juga terlihat dalam
keinginan rakyat di daerah—daerah tertentu yangningemisahkan diri
(merdeka)dari Negara Kesatuan Republik Indonesigers Aceh dan Irian Jaya
(Papua). Selain itu, konflik vertikal juga dapajddi antara bawahan (karyawan)
dengan atasan (pimpinan). Dalam partai politik, fkorvertikal dapat terjadi
antara pemimpin partai politik dengan anggota— atagyya. Konflik horizontal
terjadi antara rakyat dengan rakyat lainnya, misaldalam bentuk konflik
antaretnik atau antarsuku, antarras, antarpemejakna, antarapenduduk desa,
antarapelajar, atau antarapemuda.

Effendi Noer (Ranjabar : 2006:197), mengatakan l@akenflik sosial
menjadi tidak lumrah dan menjadi sumber biang nedd@ dan kehancuran
kehidupan berbangsa ketika disertai dengan tindakearkhis dan kebrutalan,
seperti yang terjadi dipenghujung kebangkrutan CBdeu dan di awal masa
reformasi. Konflik sosial yang terjadi itu diwarnaillengan agresivitas

membabibuta , ditandai dengan tindakan yang melampatas — batas



perikemanusiaan disertai dengan kekerasan. Kosdigial semakin terasa sangat
tidak patut karena sudah menuju ke bentuk kekemesssial di hampir seluruh
lapisan masyarakat, yang semua itu menandai rapuhtggrasi nasional.
Dahrendorf 1959 (Pruit dan Rubin: 2004:34-35) ménglean tiga kondisi
yang mendukung kemunculan sebuah struggle groung, seringkali menjadi
pendorong terjadinya konflik, yaitu:
1. Komunikasi terus-menerus diantara orang — orangssen
2. Adanya seorang pemimpin yang membantu mengartikalasdeologi,
mengorganisasikan kelompok, dan memformulasikancaman untuk
melakukan tindakan kelompok.
3. Legitimasi kelompok di mata komunitas yang lebiladuatau setidak-
tidaknya tidak ada tekanan komunitas yang efestifadap kelompok.
Meskipun konflik dapat ditemukan hampgiisetiap bidang interaksi
manusia, Darwin, Freud, dan MapPruitt dan Rubin, 2004: 12-13). Mengatakan
bahwa konflik merupakan peristiwva — peristiwa paglisignifikan dan pantas
menjadi berita dalam kehidupan manusia, tetapi @@y bahwa setiap interaksi
perlu melibatkan konflik adalah salah. Orang padaumnya mampu bergaul
dengan baik dengan orang — orang, kelompok, maamanisasi lain. Pergaulan
itu mereka lakukan dengan penuh perhatian, kemamink membantu, dan
keterampilan sedemikian rupa sehingga hanya sedigidi konflik di dalamnya.
Bilamana konflik itu memang terjadi, maka lebihisgrkonflik itu dapat diatasi
daripada tidak, bahkan dapat diselesaikan dengdikitsenasalah dan dapat
memuaskan semua pihak.
Meskipun konflik sebenarnya tidak perlu menimbulk&konsekuensi

destruktif, tetapi konflik yang buruk bisa berakibmengerikan. Bambang

Nurokhim dalam tulisannya "membangun karakter daatak bangsa melalui
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pendidikan mutlak diperlukan” mengatakan bahwantjdikan nasional bukan
hanya belum berhasil meningkatkan kecerdasan deerakepilan anak didik,
melainkan gagal dalam membentuk karakter dan watgkibadian bangsa,
bahkan terjadi adanya degradasi moral”.

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh duanyar yang bersifat
unik, yaitu :Pertama secara haorizontal, ditandai oleh kenyataan adaegatuan
— kesatuan sosial berdasarkan perbedaan — perbesidanbangsa (etnis),
perbedaan — perbedaan agama, adat, serta perbedaamedaan kedaerahan.
Kedua secara vertikal, struktur masyarakat Indonesiandaa oleh adanya
perbedaan — perbedaan vertikal antara lapisardatatapisan bawah yang cukup
tajam (Nasikun: 2007:34).

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan padegegeran nilai pasca
konflik konflik horizontal (konflik antaretnik), da tidak akan meneliti atau
membahas secara khusus tentang konflik vertikghkSeformasi, banyak konflik
yang muncul ke permukaan, baik bernuansa politdkeniiansa etnik, agama,
ataupun hanya sekedar perwujudan rasa ketidakpuksaflik — konflik sosial
yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun hgraki telah menyentuh
perasaan manusia dan membangkitkan kecemasakebkatan, sebab konflik —
konflik tersebut cenderung bersifat destruktif (osak) dan meyebabkan
kesengsaraan bagi banyak orang. Hal ini karenalikotgrsebut tidak dapat
dipecahkan oleh mekanisme yang ada, seperti mataligyawarah, baik oleh
pihak — pihak yang berkonflik maupun oleh bantudralp ketiga (mediator atau

arbirator).
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Dipihak lain, struktur yang ada tidak mampu menyailean konflik dalam
waktu yang singkat. Keadaan ini diperparah denganakin membudayanya
kekerasan dalam masyarakat disebabkab faktor nyadg semakin mengglobal,
dan juga akumulasi kebencian dalam masyarakat. n6u2€03:122 (Moeis
2006:6).

Sebagai akibat dari ketidakmampuan dalam memenakdéaflik secara
damai, beberapa konflik etnik justru meningkat radnjkonflik fisik yang
menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk meailate&onflik. Konflik —
konflik ini selanjutnya menyebabkan dampak negb#ifi banyak orang, baik
material maupun nonmaterial, baik fisik maupun pkigis. Misalnya konflik
yang terjadi di Sambas, Sampit, Palangkaraya, Poskawesi Tengah), Ambon
(Maluku), dan Maluku Utara.

Seperti halnya di daerah — daerah lain, penyebgddieya konflik etnik
di Maluku Utara tidaklah tunggal. Masalah kesengngsosial, perebutan
sumberdaya alam, pertikaian elite politik dan hiesk merupakan faktor
penyebab terjadinya konflik etnik di Maluku UtaRada bulan September 1999,
parlemen di Jakarta secara resmi sepakat untuk ergoldb Maluku Utara
menjadi Provinsi baru. Namun pemerintah pusat trdakyediakan anggaran dan
tidak ada peraturan peralihan, sehingga timbul &aadidak pasti dimana — mana.
Ditengah — tengah kegembiraan dan waktu yang meakgdpsrkelahian antaretnis
yang sebelumnya terjadi pada tanggal 19 Agustusatpé&embali di Malifut
Kecamatan Kao pada tanggal 24 oktober 1999. Kaleinis Makian kalah total

dan sangat menderita, saat itu juga titik poloridasaluku Utara telah melewati
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titik yang tidak dapat dikendalikan (Ahmad dan Oasr2000:119).

Konflik yang terjadi mengakibatkan kerugian yaniglak sedikit, baik
korban hartabenda, maupun korban nyawa. Begitu dkammyang yang harus
kehilangan tempat tinggal, dan sanak saudaranyafliKini bahkan menyisakan
penderitaan yang berkepanjangan bagi masyarakabkMdUtara. Masyarakat
mengalami depresi, mereka takut untuk kembali lexatenya masing — masing,
karena khawatir peristiwa itu akan terulang kemlsalimpai akhirnya pemerintah
pusat melakukan pemulangan ke daerah masing - gnatam memberikan
bantuan untuk membangun kembali tempat tinggal kaere

Setelah kondisi Maluku Utara kembali aman, haltémtu saja membawa
dampak bagi masyarakat di Maluku Utara dalam beibagpek kehidupan,
seperti aspek sosial-ekonomi, sosial-budaya, epikadidikan, agama, moralitas,
hukum, dampak psikologi, dan lain-lain yang ten&jasberpengaruh terhadap
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bahkandulpeim bernegara.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis meassarik untuk melakukan
penelitian tesis tentarigPergeseran Nilai Masyarakat Pasca Konflik Etnik d
Maluku Utara Implikasinya pada Integrasi Nasional (Studi Kasus di Kota

Ternate)”.

B. Masalah Penelitian
Bertolak dari latar belakang penelitimnsebut, maka dapat peneliti
rumuskan suatu pokok permasalahan yaitu “ Mengapadi pergeseran nilai

masyarakat pasca konflik etnik di Maluku Utara, taserbagaimana
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implikasinya pada integrasi nasional?” Untuk menikada pembahasan hasil

penelitian, maka masalah pokok penelitian tersgewmteliti jabarkan dalam

beberapa sub masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi nilai-nilai budaya masyarakatkeh konflik etnik di
Maluku Utara?

2. Bagaimana kondisi nilai — nilai kehidupan (budayajsyarakat pasca
konflik etnik di Maluku Utara?

3. Apakah pergeseran nilai masyarakat berimplikasapatkgrasi sosial dan
nasional ?

4. Upaya — upaya apa yang dapat ditempuh dalam mengatgeseran nilai
dan menyatukan masyarakat Ternate (Maluku Utaraqr agdak
mengakibatkan terjadinya disintegrasi Bangsa ?

Sub — sub masalah tersebut dapat dijadikan pedarp@kok penelitian.

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk
memperoleh gambaran secara faktual mengenai pesgesiai masyarakat pasca
konflik etnik di Maluku Utara, implikasinya padatégrasi nasional. Dari tujuan
umum tersebut di atas, dapat dirumuskan tujuandghsisbagai berikut :

a. Mengkaji tentang deskripsi nilai — nilai budayasyarakat yang
berkembang sebelum konflik etnik di Maluktara.
b. Mengkaji tentang deskripsi nilai — nilai ketyhn (budaya) masyarakat,

yang berkembang setelah konflik etnik di ikal Utara
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c. Mengkaji apakah pergeseran nilai masyarakatripikasi
pada integrasi sosial dan integrasi nasional

d. Melihat gambaran upaya — upaya yang dilaku@kath pemerintah dan
masyarakat dalam mengatasi pergeseran nilai dayatudan masyarakat
Ternate (Maluku Utara) sehingga tidak mengakibatktarjadinya

disintegrasi Bangsa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manféatik secara
keilmuan (teoritik) maupun secara empirik (praktla)Jam rangka pengembangan
Pendidikan Kewargnegaraan. Secara teoritik, pémeliini akan menggali,
mengkaji dan mendeskripsikan, serta mengorgak@asinformasi tentang
pergeseran nilai masyarakat pasca konflik etnilMdluku Utara, implikasinya
pada integrasi nasional yang akan menghasilkan ngksa dasar secara
konseptual-teoritis tentang pergeseran nilai masgdryang terjadi pasca konflik
etnik di Maluku Utara yang di butuhkan dalam rangk&nanamkan nilai — nilai
etika dan moral bagi warganegara, khususnya di Malutara serta mengatasi
terjadinya disintegrasi nasional.

Dari temuan penelitian ini diharapkan dapemberikan manfaat praktis
bagi beberapa pihak sebagaimana diuraikan berikut :

1. Para akademisi atau komunitas akademik, khususmtamd bidang

pendidikan kewarnegaraan sebagai bahan kontribusi #&rah
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pengembangan warganegara yang bermoral, bertangguaiy serta
menjaga dan mempertahankan integrasi nasional.

2. Para pengembang kurikulum pendidikan kewarganegamari tingkat
pendidikan dasar sampai pada perguruan tinggi.

3. Para pengambil kebijakan khususnya yang terkaitgalenprogram
penanaman dan pembinaan nilai — nilai budaya, etd@a moral, serta
pembentukan warga negara yang baik, cerdas, bgriaggiawab, dan
memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, serta dapegnghargai dan
menerima keanekaragaman sebagai bagian dari kekdymmya bangsa

Indonesia.

E. Penjelasan Istilah

Dalam judul penelitian ini terdapansep utama, yakni pergeseran nilai
masyarakat, konflik etnik di Maluku Utara, dan op&si nasional.

1. Pergeseran Nilai Masyarakat

Jack R. Fraenkel (Djahiri, 1985:20) mengulas seflimiumusan tentang nilai
yang intinya sebagai berikut : nilai / value adaldda atau konsep yang bersifat
abstrak tentang apa yang dipikirkan seseorang dtanggap penting oleh
seseorang. Dan biasanya mengacu pada estetikaldkam), etika (pola laku),
dan logika (benar / salah) atau keadilan (justid&lai menuntun orang untuk
berbuat terarah, indah, baik, efisien dan bermuiarharga (worth), serta benar
dan adil.

Menurut Hans Jonas (Bertens, 2004:139) nilai adddataddressee of a
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yes, ” sesuatu yang ditujukan dengan 'ya’ kita’. Nikdlalah sesuatu yang kita
iakan atau kita aminkan. Nilai selalu mempunyai dtasi positif, sebaliknya
sesuatu yang kita jauhi seperti penderitaan ataygk# adalah lawan dari nilai
atau "non-nilai”. Djahiri (1985: 20), mengatakan  hiaa
Nilai merupakan keyakinan / belief yang sudah makap milik diri dan akan
menjadi barometeactions and the wiil yang bersangkutan.

Maluku Utara merupakan salah satu dari beberapansiotermuda di
Indoneisa. Pada kenyataanya, dalam beberapa tadrakhir setelah terjadi
konflik sosial di Maluku Utara, masyarakat lebimpak menyelesaikan masalah
— masalah yang terjadi dengan cara — cara yang§ tasional, bahkan tidak
sedikit yang menggunakan kekerasan dan tindakandakian anarkhis lainnya.
Ironisnya, tindakan — tindakan tersebut dianggdmgai hal yang biasa saja,
padahal apabila kita melihat kebelakang, jauh sebéllaluku Utara mengalami
konflik etnis dan konflik — konflik sosial lainnydindakan — tindakan anarkhis
seperti ini sangat jarang terjadi di kalangan miedsst, meskipun masyarakat
Maluku Utara dikenal mempunyai karakter yang keakan tetapi tindakan —
tindakan anarkhis yang terjadi beberapa tahun herabkukan merupakan bagian
dari budaya dan ciri khas masyarakat Maluku Utara.

Pergeseran nilai masyarakat mengandung pengéstjadinya perubahan
pola pikir (idea/ konsep) masyarakat, yang selagpimembawa perubahan pada
pola tindak masyarakat dalam kehidupan bermasggraberbangsa, dan
bernegara. Pergeseran nilai disini mengarah p#aia—mnilai yang justru sangat

bertentangn (non-nilai) ” dengan nilai — nilai yasgbelumnya dianut dan berlaku
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dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut telah metagjrasikan masyarakat selama

bertahun-tahun.

2. Koflik Etnik di Maluku Utara

Pruitt dan Rubin (2004:9), mengatakan bahwa korifigtarti persepsi
mengenai perbedaan kepentingan (perceived divezgehinterest), atau suatu
kepercayaan bahwa aspirasi pihak — pihak yang béikdidak dapat dicapai
secara simultan.  Konflik etnik di Maluku Utareyerupakan konflik yang terjadi
antara etnik Kao (Desa Sosol dan Wangeotak), derggaik Makian di
Kecamatan Malifut yang terjadi sejak tanggal 19 #tga 1999 dan merambat
hampir keseluruh pelosok Maluku Utara (Ahmad dasr:2000:85).

Kerusuhan beruntun dalam waktu yang relatif singkatanakala
penyelenggaraaan pemerintahan Provinsi Maluku Uiara berusia empat hari.
Pertikaian tersebut selanjutnya berkembang hangseiuruh pulau Halmahera
dan dampaknya sangat merugikan daerah ini, manakeletusnya perpecahan
masyarakat secara beruntun di kawasan Halmahersaa Uiang mencakup
Kecamatan Tobelo, Galela, Jailolo, Sahu, Loloda, |da, dimana posisi strategis
Tobelo dan Sidangoli yang merupakan konsentrasi e@nomic of power
kawasan Halmahera Utara telah menjadi ajang pegharp darah yang telah
memporak — porandakan sendi — sendi kehidupan mestadan infrastruktur
ekonomi yang esensial.

Posisi kota Ternate sebagai ibukota pemerintahaota(KTernate,

Kabupaten Maluku Utara, dan Provinsi Maluku Utagakaligus sebagai sentral
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berbagai aktifitas menghadapi kendala dan masa&edras internal dan eksternal
dalam dimensi peran dan fungsi kota tersebut. Hageuinfrastruktur ekonomi
Tobelo secara makro merugikan perekonomian daeg@hnBi Maluku Utara dan
juga secara mikro sangat merugikan masyarakat patesian wilayah kecamatan
sekitarnya. Upaya Pemerintah Daerah dan masyargiat mengharapkan
kembalinya warga eksodus, pasca kerusuhan di Kotanale ternyata
menimbulkan benturan karena kepulangan merekaateeutpara konglomerat
lokal diharapkan akan memulihkan stabilitas ekondagrah, namun di sisi lain
timbulnya konflik fase kedua di Ternate melahirkkebencian warga antar
kelompok etnis semakin memuncak. Masalah interraaigydi hadapi oleh
pemerintah Kota Ternate adalah membludaknya pemsgurgimahera Utara
(tujuh kecamatan), yang membutuhkan penampungaa sandang dan pangan
yang memadai. Sementara itu, masalah internal genagpi adalah pasokan bahan
pangan (sembako) dan kebutuhan lainnya yang medndBstum lagi dampak
negatif lainnya yang ditimbulkan seperti dampakkplsigis, sosial, pendidikan,

dil (Ahmad dan Oesman:2000:126.)

3. Integrasi Nasional

Dalam Sumpah Pemuda 1928, sebuah tekad dari beberganisasi
pemuda berdasarkan ikatan primordial, bersatu ubrikrar Indonesia yang
satu. Bukti sejarah ini menunjukkan bahwa multikidtisme masyarakat tidak
hanya dipandang mempunyai potensi konflik, akataptelebih dari itu

multikulturalisme masyarakat dapat dijadikan sebagendal dalam upaya
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pembangunan kebudayaan nasional. Pemikiran initdkpa jumpai dalam

Amandemen UUD 1945 Pasal 32 (1) yang menyatakanwdaliNegara

memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengahdgban dunia dengan

menjamin kebebasan masyarakat dalam memeliharanéagembangkan nilai-

nilai budayanya”.

Peursen (Ritiauw: 2008: 57) menjelaskan: disaoknwa karena di dalam

masyarakat yang multikultural itu, baik dilihat daudut suku bangsa, golongan

agama dan daerah, di mana golongan-golongan yangdak sama kemampuan

dan kesempatan-kesempatan baru atau untuk memheteridadap aspek-aspek

negatifnya, masalah persatuan bangsa merupakan so@salah yang terus

menerus memerlukan perhatian dan usaha yang ef8kgfla aspek ini bertemu

dalam usaha untuk merumuskan suatu strategi yangnpmamembimbing

integrasi.

Lebih luas lagi, Howard Wriggins (Muhaimin, 1991)5nemberi catatan

dan komentar tentang integrasi dan menguraikanmygadi lima tipe, yaitu:

(1)

(2)

3)

Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagampok
budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah, mhda
pembentukan identitas nasional. Di sini integrasigsa menunjuk
pada masalah pembangunan rasa kebangsaan dengan car
menghapus kesetiaan-kesetiaan pada ikatan yargdeivipit.
Integrasi dapat menunjuk pada masalah pembentulamemang
kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit ataayaii-wilayah
politik yang lebih kecil yang mungkin beranggotamatsi kelompok
budaya atau sosial tertentu.

Integrasi dapat juga menunjuk pada upaya menghtldanng
pemerintah dengan yang diperintah, yakni untuk amabpti gap
antara elite dan massa yang ditandai oleh perbquzdedaan
mencolok dalam aspirasi dan nilai-nilai mereka.



20

(4) Integrasi kadang-kadang juga digunakan untuk meskian adanya
konsensus nilai yang minimum yang diperlukan untwmelihara
tertib sosial.

(5) Integrasi dapat juga menunjuk pada pembicaraan emengingkah
laku untuk berorganisasi demi mencapai beberapariuj

Dengan identifikasi yang dibuatnya, Wriggins mengkakan pula bahwa
istilah integrasi merangkum hubungan-hubungan dkapssikap manusia yang
sangat luas yakni integrasi antar berbagai keseaiural dan penciptaan rasa
kebangsaan, integrasi unit-unit politik kerangkdayah bersama dengan satu
pemerintah kekuasaan, integrasi antara pemerirgatyang diperintah, integrasi
warga-warga ke dalam proses yang dijalankan berssenta integrasi individu-
individu ke dalam organisasi-organisasi denganatagikegiatan yang berguna.
Pengertian-pengertian tersebut, meskipun berbeda-baengandung kesamaan
yang konsisten, yaitu adanya upaya mendefinisikanau yang bisa menyatukan
masyarakat dengan sistem politik.

Dari kondisi suatu bangsa yang demikian, Weinerh®lmin, 1991: 44)
menyatakan perlu disusun adanya dua strategi kshij@an pemerintah untuk
mencapai integrasi nasional, yaitu:

(1) Penghapusan sifat-sifat kultural utama dari konasakomunitas
yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasidrateds ini
disebut ‘policy asimilasionis”.

(2) Penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghapusKauddygan-
kebudayaan kecil. Strategi ini disebyolicy bhineka tunggal ika”
(integrated pluralism).

Dari paparan di atas, menggambarkan bahwa sebuealrasi dan

dipertahankannya sistem budaya adalah karena a#tanyigmen-komitmen nilai

sebagai konsensus yang di tetapkan secara berskinaswatu masyarakat.



21

Berkaitan dengan komitmen-komitmen nilai tersebulalcott Parsons
(Johnson:1986:114), dalam teori tindakannya melkpmamengenai tindakan
manusia yang dipengaruhi oleh dua macam orientasgy orientasi motifasional
yang bersifat pribadi dan orientasi nilai-nilai gatbersifat sosial. Orientasi
motifasional menunjuk pada keinginan individu yabegrtindak itu untuk
memperbesar kepuasan dan mengurangi kekecewaamgBad orientasi nilai
menunjuk pada standar-standar normatif yang mermdj&ad pilihan-pilihan
individu (alat dan tujuan) dan prioritas sehubungamgan adanya kebutuhan-
kebutuhan dan tujuan-tujuan yang berbeda. Hal engandung pengertian bahwa
tindakan seseorang itu dipengaruhi oleh kehendadaginya dan sekaligus di
kontrol oleh nilai-nilai yang berlaku dalam masyaia
Tindakan manusia menurut Parsons memiliki empahetesistem, yaitu
sub sistem budaya, sub sistem sosial, sub sistgmbkdian dan sub
sistem perilaku organisme. Keempat sub sistem betseerada dalam
suatu hubungan hirarki. Sistem budaya merupakamtasi nilai dasar dan
pola normatif yang dilembagakan dalam sistem sos@dn
diinternalisasikan dalam struktur kepribadian parsgggotanya. Norma
diwujudkan dalam peran-peran tertentu dalam sissesial yang juga
disatukan dalam struktur kepribadian anggota sistéum Perilaku
organisme merupakan energi dasar yang dinyatakeamdpelaksanaan
peran dalam sistem sosial. Integrasi sosial aké&entuk apabila sebagian
besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang -batas teritorial,
nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-pranata $osia
Yanse,(2000:19) mengatakan bahwa ” integrasi mkindlia pengertian,
yaitu : 1) Pengendalian terhadap koflik dan pengingan sosial dalam suatu
sistem sosial tertentu, 2) Membuat suatu keselaruden menyatukan unsur-

unsur tertentu”. Sedangkan yang disebut integsasial adalah jika yang

dikendalikan, disatukan, atau dikaitkan satu saaia itu adalah unsur-unsur
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sosial atau kemasyarakatan. Suatu integrasi sdsipérlukan agar masyarakat
tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangaik, merupa tantangan
fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial d&yal

Lebih lanjut Yanse,(2000:23) mengatakan bahwa Mémandangan para

penganut fungsionalisme struktur sistem sosial rd@asa terintegrasi di atas dua
landasan berikut :

1 Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atasuhnya konsensus
(kesepakatan) di antara sebagian besar anggotaarakay tentang
nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamigimndasar).

2 Masyarakat terintegrasi karena berbagai anggotyareisat sekaligus
menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosklosg-cutting
affiliation). Setiap konflik yang terjadi di antara kesatuasia dengan
kesatuan sosial lainnya akan segera dinetralkam adenya loyalitas
ganda ¢ross-cutting loyalities) dari anggota masyarakat terhadap
berbagai kesatuan sosial.

Integrasi nasional merupakan penyatuan atasepekatan warga
masyarakat Indonesia akan nilai — nilai umum téate/ang disepakati bersama
dan nilai — nilai umum tersebut benar — benar dihiayelalui proses sosialisasi.
Tidak dapat disangsikan lagi bahwa pengakuan bedbmdarah satu,
berkebangsaan satu, dan berbahasa satu, Indoyas@ tumbuh sebagai hasil
gerakan nasionalisme dari permulaan abad ke-20 langva anti kolonialisme
itu merupakan konsensus nasional yang memiliki dea@a terkira di dalam
mengintegrasikan masyarakat Indonesia sampairgaatNasikun: 2007:80).

Selanjutnya menurut Liddle (Nasikun:2007:81) suiatiegrasi nasional

yang tangguh hanya dapat berkembang apabila efiBgsan besar anggota suatu

masyarakat bangsa bersepakat tentang batas —téwtiaisal dari negara sebagai

suatu kehidupan politik dimana mereka menjadi wayga(2) apabila sebagian
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besar angota masyarakat tersebut bersepakat mesgekéur pemerintahan dan
aturan — aturan daripada proses — proses politilg ylaerlaku bagi seluruh

masyarakat di atas wilayah negara tersebut.



